LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES

OMOR : 27 TAHUN 2011

QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI GAYO LUES,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 180
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh dan dalam rangka
pelaksanaan Pasal 2 Ayat (2) Huruf k Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Bae Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan
Sebagai Salah Satu sumber pendapatan
kabupaten;
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Mengingat

1.

. bahwa berdasarkan

pertimban
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pe
membentuk Qanun Kabupaten Gayo L
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
Bangunan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ten:
Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta
1960 Nomor 104, Tambahan Lemb:
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1
tentang Urusan Piutang Negara (Lemba
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Norn
156, Tambahan Lembaran Negara Repul
Indonesia Nomor 2104); ’

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tent
Hukum Acara Pidana (Lembaran  Neg
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
Tambahan  Lembaran Negara Rep I
Indonesia Nomor 3209); i

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 18
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pal
(Lembaran Negara Republik Indonesia
1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Nega
Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaima
telah diubah dengan Undang-Undang
19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahi
2000, Nomor 129, Tambahan Lembar
Negara Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tent: I
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Day
Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh jay
Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Ace
Tamiang di  Provinsi Nanggroe Ac
Darussalam  (Lembaran Negara Repub

Indonesia.......,.,
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Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4179);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002

tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan  Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4189);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4381);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4633);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
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12.

13.

15.Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tat

16. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta 1
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Neg;
Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 19
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomot
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pida
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tat
1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Neg
Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 19
tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangung
dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Ne
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor :
Tambahan  Lembaran Negara  Repub
Indonesia Nomor 3643);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1 )
tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negar
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57
Tambahan Lembaran Negara Republl
Indonesia Nomor 3696);

Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Dae al
Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 200
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daeral
Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007
Nomor 3).

2007  tentang Pembentukan Susunar
Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupa
Gayo Lues (Lembaran Daerah Tahun 200
Nomor 5, sebagaimana telah diubah dengar
Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahus
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Qanur

Kabupaten........,
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Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2007
(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 15);

17. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

dan
BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues.

Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan
Perangkat Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo_
Lues, dibantu oleh seorang Wakil Bupati yang dipilih melalui
suatu proses demokratis yang dilakukan ber_dasarkan azas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjut
disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabup

Gayo Lues,

5. Qanun adalah Peraturan Daerah yang selanjutnya disel

Qanun Kabupaten Gayo Lues;

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh ora
Undan
langsur
sebesa

pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan
Undang, denga tidak mendapatkan imbalan secara
dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
besarnya kemakmuran rakyat.

7. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkap NJ(
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual E

yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak

transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandinga
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai peroleha

baru, atau NJOP pengganti,

8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ya
selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas perolehan ha

atas tanah dan/atau bangunan.

10. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah,
, beserta bangunan diatasnya

sebagaimana  dimaksud dalam
pertanahan dan bangunan.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
maupun
perseroan
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
yang tidak melakukan usaha yang meliputi
terbatas,

(BUMD)
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terdap

..........

.

12.

13.

14.

15.

16.

7.

(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, pe_rsel_<utuap, perk.u.mpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan
bentuk badan lainnya.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya t_:hsingkat
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetorqn pajak yang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir at_au telah
dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat kete!:apan. pajak
yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, ]um]ah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayarap pokok paja!(,
besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih
harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat kgtetapan pajak
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan. ‘
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang sglan]utnya
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besamya. dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak. .
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang sglan]utnya
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Qajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayara_m pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang
atau seharusnya tidak terutang.

i j j disingkat
Surat Tagihan Pajak Daerah, yang sglan]utn\(a
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau
sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
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18.

19.

20.

21.

22

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan;
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu ¢
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Da
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang B
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, &
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan P
Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keput
Keberatan. !

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan |
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terufi
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Da
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang B
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, St
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau te
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak @
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajul
oleh Wajib Pajak.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan ol
Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap ‘
keputusan yang dapat diajukan banding, berdasark
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku,

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan ol
Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksan
penagihan pajak atau terhadap keputusan yang day
diajukan gugatan berdasarkan peraturan perunda
undangan.

23. Pemeriksaan.......
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2.

24

(1)

(2)
(3)

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
dan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan
retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang

perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.
BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan.

Objek pajak adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. pemindahan hak karena:

1) jual belj;

2) tukar menukar;
3) hibah;

4) hibah wasiat;
5) waris;

6) pemasukan............
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(4) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalal

©)

e an e

Obj
yan
a.

b.

ek pajak yang tidak dikenakan pajak adalah objek paja

6) pemasukan dalam perseroan atau badan huk
lain;

7)  pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

8) penunjukan pembeli dalam lelang; 1

9) pelaksanaan putusan hakim yang mempun

kekuatan hukum tetap;
10) penggabungan usaha;
11) peleburan usaha;
12) pemekaran usaha; dan
13) hadiah.
Pemberian hak baru karena :

1) kelanjutan pelepasan hak;dan
2) di luar pelepasan hak.

hak milik;

hak guna usaha;

hak guna bangunan;

hak pakai;

hak milik atas satuan rumah susun;dan
hak pengelolaan.

g diperoleh :
perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan as
perlakuan timbal balik;
negara negara untuk penyelenggaraan pemerintahar
dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan gu
kepentingan umum; ‘
badan badan atau perwakilan lembaga internasional yang
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan denga
syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatar

lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilar
organisasi tersebut;
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d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau
karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya
perubahan nama;

e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan

f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk
kepentingan ibadah.

Pasal 3

(1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang

memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2)

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN
Pasal 4

(1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.

(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dalam hal:

a. jual beli adalah harga transaksi;

tukar menukar adalah nilai pasar;

hibah adalah nilai pasar;

hibah wasiat adalah nilai pasar;

warisan adalah nilai pasar;

pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya

adalah nilai pasar;

g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai
pasar;

moao0 T

h.peralihsn............
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3)

4

(3

h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim
mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan ¢
pelepasan hak adalah nilai pasar;
pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan
adalah nilai pasar;
penggabungan usaha adalah nilai pasar;
peleburan usaha adalah nilai pasar;
. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
n. hadiah adalah nilai pasar; dan
0. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga tran ak
yang tercantum dalam risalah lelang.
Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pat
ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui at
lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalar
pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadin)
perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Paji
Bumi dan Bangunan.
Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juts
rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untu
perolehan hak karena warisan, hibah dan wasiat yang
diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga
sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas ate
satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat,
termasuk suami/istri, ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah). ]

. s

3

145

Ll

Pasal 5

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 3 % (Tiga persen).

Pasal 6

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan
dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) atau ayat (5).

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanah
dan/atau Bangunan berada.

BAB YV
SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 8

(1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan ditetapkan untuk:
a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya

akta;
b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akta;
c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya
akta;
d hibah. ... 56
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BAB VI
KETENTUAN BAGI PEJABAT
Pasal 9

d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat
ditandatanganinya akta;

e. warisan adalah sejak tanggal yang bersangk
mendaftarkan peralihan haknya ke kantor :
pertanahan;

f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum la
adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah
tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; ]

h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pang
yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan ¢
pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya
keputusan pemberian hak;

j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah
tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat
ditandatanganinya akta;

|. peleburan wusaha adalah sejak tanggal dibuat
ditandatanganinya akta;

m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat
ditandatanganinya akta;

n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganiny
akta; dan ‘

0. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris PPAT hanya dapat
menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pelunasan
pembayaran pajak.

(2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya
dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti

pelunasan pembayaran pajak.
(3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan

pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak
atas Tanah setelah Waijib Pajak menyerahkan bukti pelunasan

pembayaran pajak.

Pasal 10

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris PPAT dan kepala kantor
yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan
pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal
10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Tata Cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadiny:
perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasaibl............

147 148



(1)

(2

3)

PENETAPAN, TATA CARA PEMBAYARAN, DAN PENE

(1)
e

3)
4

Pasal 11

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris PPAT dan kepala k
yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melal
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda set
Rp. 7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) u
setiap pelanggaran.

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris PPAT dan kepala
yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melang
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesa
250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ¢
laporan.
Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketent
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dike
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundal
undangan.

BAB VII

Pasal 12

Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang te
dengan menggunakan SSPD.

SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus di
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani olel
wajib Pajak atau kuasanya.

Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daera
atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Bentuk, isi serta serta tata cara pengisian dan penyampa
SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih la
dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 13

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya
pajak, Bupati dapat menerbitkan:
a. SKPDKB dalam hal :

1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan
lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam
jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara
tertulis tidak disampaikan pada  waktunya
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan

3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak
yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang
semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah pajak yang terutang.

SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan
angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa denda .
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan
sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus
persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(1)

C.

(2)

(3)

(4) Kenaikan............
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Q)

(5)

(1)

e

3)

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebe
dilakukan tindakan pemeriksaan. h

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimi
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sal
administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh

persen) dari pokok pajak ditambah sanksi admini
berupa denda besar 2% (dua persen) sebulan dihitung ¢
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jan
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung

saat terutangnya pajak.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 14

Bupati dapat menerbitkan STPD jika:

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasil pemeriksaan SPTPD terdapat kekura
pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau &
hitung; dan

c. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa Ouf
denda dan/atau denda.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan hu
ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebos
2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (li
belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tem
pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa d
besar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD,
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Pasal 15

(1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah
merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterbitkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan pajak
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2)

Pasal 16

(1) Pajak yang terhutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD,
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib
Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENGURANGAN
Pasal 17

(1) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan
pengurangan pajak yang terutang kepada Wajib Pajak karena:

a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan
objek pajak;

b. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan
sebab akibat tertentu; dan/atau
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Cc. tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepenting
sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak menc
keuntungan. ‘

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan
yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapk
dengan Peraturan Bupati

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 18

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati ata
pejabat yang ditunjuk atas suatu:
a. SKPDKB;
b. SKPDKBT;
c. SKPDLB; dan
d. SKPDN.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesi
dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama .

(tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atat
pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika
Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak

dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membaya

paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak

_dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tida
dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupatl
atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman sural

keberatan..........
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keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti
penerimaan surat keberatan.

Pasal 19

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan,
sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya
pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

(1) Wajb Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai
keberatan yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan
alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan
keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban
membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
penerbitan Putusan Banding.

Pasab2l. ...
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Pasal 21

(1) Jka pengajuan keberatan atau permohonan bang
dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembaya
pajak dikembalikan dengan ditambah denda sebesar 2% (¢
persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh emp
bulan. ‘

(2) Imbalan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitul
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPD L

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulk
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif be
denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah paj
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Paj
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan bandin
sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima pulu
persen) sebagaimana dmaksud pada ayat (3) '
dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabul
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berup
denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajal
berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayarai
Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XI
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 22

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bup
dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN

atau SKPDLB......... !
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(2)

(3)

(1)

atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan
tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Bupati dapat :
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif
berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang,

dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT
atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

¢. mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak
yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan
tata cara yang ditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau
kondisi tertentu objek pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 23

Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati............




(2)

3)

(4

&)

(6)

™)

(1) Atas pengajuan keberatan dan permohonan pengembalian

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bul
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebih
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (
harus memberikan Keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (
dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberiki
suatu Keputusan, permohonan pengembalian pembayar
Pajak atau dianggap dikabulkan dan SKPDLB hai
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
Apabila Wajib Pajak mempunyanyi utang Pajak lainny
kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pa
ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terleb
dahulu utang Pajak tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimar
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu pal
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. '

Jika pengembalian kelebihan pembayaran I5ajak dilaku ‘
setelah lebih dari 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbala
denda/bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan @
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denga
Peraturan Bupati.

Pasal 24

kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
melakukan pemeriksaan.

(2) Pemeriksaan......., i
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(2)

(1)

(2)

(3)

4

(5)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan mekanisme Pemeriksaan Kantor dan/atau
Pemeriksaan Lapangan.
BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 25

Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa
setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan
tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.

Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan utang pajak dari Waijib Pajak, baik
langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa
tersebut.

Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten Gayo
Lues.

Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari
pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
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(1)

(2)

(3

Q)

(1)

(2)

Pasal 26

Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena |
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa daj
dihapuskan. :

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pa
Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaks
pada ayat (1). '
Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang P'.
Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksu
pada ayat (1). ,
Tata cara penghapusan piutang Pajak yang suda
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMERIKSAAN
Pasal 27

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajibar
perpajakan dearah dalam rangka melaksanakan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Waijib Pajak atau pihak-pihak terkait yang diperiksa wajib :
a. memperlihatkan dan/atau memijamkan buku atau
catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen
lain yang berhubungan dengan Pajak yang terhutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan
guna kelancaran pemeriksaan;dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan.......... J
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(3)

(1)

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak
Daerah diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 28

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang
Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
bidang pajak daerah agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap atau jelas;

b. meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana pajak daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana bidang
pajak daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
pajak daerah;

e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain
serta melakukan penyitaan terhadap bahan Dbukti
tersebut;

f. meminta............
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f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pela
tugas penyidikan tindak pidana dibidang pajak dae

g. menyuruh berhenti dan/fatau melarang s
meninggalkan ruangan atau tempat pada
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa id
orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagai
dimaksud pada huruf e; '

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pajak daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya

diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan;dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelan
penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah menu
ketentuan perundang-undangan.

Penyidik  sebagaimana dimaksud pada ayat
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampai
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pen
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai den
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum A
Pidana yang berlaku.

—.
-

3)

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan
SSPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2
(dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang
dibayar.

() Wajib........... 4
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(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan dengan tidak benar sehingga
merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling
banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar.

Pasal 30

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak
dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat
terutangnya pajak.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Gayo Lues.

Disahkan di Blangkejeren
pada tanggal,__31 Desember 2010 M
25 Muharram 1432 H

BUPATI GAYO LUES,
ttd.
H. IBNU HASIM

Diundangkan............
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Diundangkan di Blangkejeren

pada tanggal,_ 5 Januari 2011 M
30 Muharram 1432 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,

td. -
H. ABUBAKAR DJASBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN
NOMOR 27 -

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setdakab Gayo Lues,

ttd.

MUHAMMAD ALIL SH :
Pembina/NIP. 19650101 199301 1 002
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